BAB VII
PENUTUP



A. Pedoman Transisi 
[bookmark: _GoBack]Renstra SKPD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2021, namun secara substansial juga berlaku sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPD. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan mengisi kekosongan Rencana Kerja SKPD setelah Renstra SKPD ini berakhir, untuk menyelesaikan program dan  kegiatan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra SKPD dan masalah-masalah program/kegiatan  yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.
Selanjutnya Renja SKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra SKPD periode berikutnya.

B.	Kaidah Pelaksanaan 
Renstra SKPD sebagai bagian tak terpisahkan dari RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang sekaligus sebagai  pedoman bagi unsur pelaksana di SKPD untuk menyusun Rencana Kerja SKPD, dimana dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Dokumen ini berkaitan erat dengan Dokumen Rancana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Dokumen RPJM sebagai pedoman dalam menyusun Renstra SKPD sesuai dengan Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah. 
Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. 	SKPD serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. 	SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
3. 	SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM Daerah dengan Renstra SKPD;
4. 	Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan, maka dalam penyusunan Renstra SKPD harus ada sinkronisasi  terhadap penjabaran RPJM Daerah;
5.	Keberhasilan pelaksanaan Renstra SKPD ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya aparatur dan sumber pendanaannya serta komitmen pemangku kepentingan; dan
6. 	Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra SKPD ini perlu dilakukan evaluasi oleh SKPD terkait, sebagai bahan penilaian/pertanggungjawaban antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja organisasi. 


              Plt. KEPALA  BADAN  PENANAMAN  MODAL 
                  DAN PERIZINAN TERPADU KAB.KEBUMEN
				  Sekretaris



		   Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
		     NIP. 19740529 199303 1 001






















51

